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KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

S ‘Menir‘nbangv: ‘ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menten‘;
SR - Dalam Negen Repubhk Indone31a Nomor 79 Tahun 2018 tentangf
~ Badan Layanan’ Umum  Daerah perlu menetapkan ‘Peraturan
. Bupati:tentang: Pedoman Pelaksanaan' Anggaran:: Badan Layanan‘
... Umum Daerah Rumah Saklt Umum Daerah SoE; ‘
" Mengingat :’ 1.”fUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentuk
St “rDaerah- daerah'Tingkat. jig dalam Wllayah Daerah-daerah T1ngkat‘
.1 Bali,: Nusa Tenggara Barat dan ‘‘‘‘‘ -Nusa Tenggara Tlmur:
' (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 1958 Nomor 122,
F Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1655),
: f‘;‘;-n2.fUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan‘
. . Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor Tahun
/. 2004 Nomor 5‘,'\'1‘ambahan Lembaran Negara Republik ‘jIndo‘ne‘s‘i
w7 Nomor 4385); i e e R e
3. ;,Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
~ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia tahun 2009 Nomor 14
#-Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Repubhk Indonesm tahun 2009 Nomor 153 !
' Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 507 2),
;~5.;;Undang-Nndang Nomor.23 Tahun. 2014 tentang Pemenntahan,
Daerah’ (Lembaran Negara Repubhk Indone31a ‘Tahun 2014
" 'Nomor' 244, ‘Tambahan'+Lembaran Negara Repubhk Indones1a
~+Nomor - 5087) sebagannana telah diubah' dengan .Undang-.
‘Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Clpta Kerja (Lembaran'
. 'Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
. Lembaran Negara Republltk Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan . Pemerintah ~Nomor 23 Tahun 2005
o -Pengelolaan Keuangan BaLdan Layanan Umum (Lembaran Negara
~'Tahun-2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran: ‘Negara: Repubhk
. Indonesia . Nomor 4502), sebagalmana telah dlubah dengan
- Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 20 12 tentang Perubahan
" Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 23" Tahun' 2005 tentang
| r«Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
- Republik Indonesia 'I‘ahun 2012 Nomor 171 'I‘ambahan Lembaran'
JlNegaraNomor534O), TR i
7. Peraturan Pemermtah Nomor :5'12 ahun 2019 tentang
S v_‘_ﬁPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
~ Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran N ‘
& »ff.Repubhk Indone51a Nomor 6322), i

tentang




8 Peraturan 'Menterl Dalam Negeri- Nomor 79 Tahun 2018 tentang
o _‘Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn
. Daerah’ (Benta Negara Repubhk Indonesm Tahun 2018 Nomo
1213), R ‘

| 9 ., _‘Peraturan Menten Keuangan Nomor 82 / PMK 05 / 2018 te
B 'Pengelolaan Kas ' dan Investasi Badan Layanan Umurn “_‘(Benta
e Negara Repubhk Indonesm Tahun 2018 Nomor 996); -

MEMUTUSKAN

 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
" ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
- SAKIT UMUM DAERAH SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH

s SELATAN. i

T BaBr

s ‘;',KETENTUAN UMUM

& Pasal 1

‘«'.Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

i Daerah adalah’ Kabupaten TIIIIOI' Tengah SeIatan.‘ . :

_2. Pemerlntah Daerah adalah Pemermtah ‘Kabupaten Tlmor '

Selatan .

3 Bupati adalah Bupat1 Tlmor Tengah Selatan > .

4.y Dinas Kesehatan adalah Dmas Kesehatan Kabup ten T1mo 'Tengah’
Coeeo Selatans 0 -

e 5 Rumah Saklt Umum Daerah SoE yang selan_]utnya dlsebut RSUD SoEg

6.

: adalah Rumah Sakit: Mlhk Pemenntah Daerah. ‘
. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dlslngkat BLUD adalah
_ sistem ~yang dlterapkan Rumah Sakit Umum Daerah SoE - dalamf*
_memberikan pelayanan kepada : masyarakat _yang - mempunyal“
ﬂekszbzhtas dalam pola. pengelolaan keuangan sebageu pengecua11an dav
ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya. == :
: ‘7.‘ Flek81b111tas adalah' keleluasaan’ dalam pola pengelolaan keuangan
‘ dengan menerapkan praktek blSIllS yang ‘sehat untuk - menlngkatkan;
: - layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan ‘ ‘
t. 8. Dewan Pengawas BLUD adalah organ yang dibentuk dengan keputusan
" Bupati - yang bertugas melakukan pengawasan “terhadap pengelolaan

- BLUD. o e e e

dan Pemilik Rumah Saklt JaJaran Pe_]abat Pemerlntah Daerah Terka1t
Pemlmpm/ Kepala BLUD Koordlnator : tekms dan keuangan Pe_]abatlf
Keuangan PeJabat Tekms dan pejabat lamya yang bertanggun'awa
terhadap klnelja operas1onal BLUD “ o :

o ;,}:‘:;'10 P1mp1nan / Kepala BLUD yaltu Dlrektur Rumah Saklt Umum Daerah SOE[)
' yang. bertugas memlmpln : menggerakan membma, mengawa31 :
mengendallkan dan mengevalua81 penyelenggaraan keglatan BLUD serta

S melaksanakan keglatan Pelayanan Kesehatan d1 Rumah Sak1t Urnu _

‘ Daerah SoE. : R T

11. Ambang batas dalam ﬂeJabel budget adalah prosentase tertentu fse'bag‘
batas tertmggl yang dlperbolehkan bagi RSUD SoE selaku PPK BLUD
i untuk - melakukan belanja sebaga1 konsekuenm a anya pemngka“”
kmexja pelayanan dan/ atau klnexja keuangan dan pendapatan
o fungswnalnya L v n




o '_“‘16L”:Investa31 adalah penggunaan aset untuk memperoleh‘manfaat ekono

- ‘; 22 Tarif layanan yang selan_]utnya d1sebu\‘t tanf adalah 1mbalan atas barang

B c. asas Manfaat

e Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya dlsmgkat DP_A,
"“"leLUD adalah’ dokumen yang memuat pendapatan dan blaya proyeksl_
o arus kas, _;umlah dan kuahtas barang dan/atau Jasa yang akan_

.:Blaya ‘adalah’ se_]umlah pengeluaran yang mengurangl 'e :
. lancar untuk memperoleh barang dan/ atau Jasa untuk keperluan‘
~ operasional BLUD.' '

. .yang dapat. menmgkaﬂ(an kemampuan: "BLUD (menghas;lkan :
et 'produktlf) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat e
.. .17. Divestasi adalah pengurangan aset baik dalam bentuk ﬁnans1a1 maupunw
B barang dalam proses pengelolaan BLUD.
18 Ekuitas adalah nilai: bersih'uang dan barang yang d1m111k1 oleh BLUD
19. Rekenlng Kas BLUD adalah rekenlng tempat penylmpanan uang BLUD_’
- yang dibuka ‘oleh pemlmpln ‘BLUD ' pada’ ' Bank ' Umum' untuk"
.. menampung seluruh penenmaan pendapatan"” ‘dan pembayaran
. " pengeluaran’ BLUD. ‘ ’ R
++:20. Praktek  bisnis yang" sehat adalah penyelenggaraan ‘,;-’I‘ugas Pokok dan
' Fungsi RSUD SoE berdasarkan kaldah-kaldah mana_]emen yang ba1
'dalam rangka | membenkan Jayanan ‘ daz
e ,_uberkesmambungan ‘ .
21. Pola Pengelolaan’ Keuangan Badan Layanan Umum Daer :
e selanjutnya dlslngkat PPK-BLUD! adalah Satuan Kerja: Perangkat Daerah‘
- (SKPD) pemberi- pelayanan publik di Kabupaten Timor Tengah Selatan ,
s yaitu RSUD SoE yang dlbentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan
. kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dan dalam: melakukan‘
: - kegiatannya = didasarkan pada pr1n51p pnns1p eﬁ31en51 “efektivitas
.. produktivitas dan akuntab111tas »

’

i ‘5“dan/ atau- Jasa yang ‘diberikan ' oleh: BLUD' termasuk " 1mba1 hasil yang!f
. wajar darz investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau?‘
' sebagian ‘dari biaya per unit layanan. . L ‘ :
- 23. Pejabat Pengelola- Keuangan Daerah yang selanjutnya ,dlsmgkat PPKD
. adalah kepala SKPD yang mempumyal tugas melaksanakan pengelolaan”

-~ "APBD dan bertlndak sebaga1 bendahara umum daerah s

e "BABI '
R ASAS DAN TUJUAN
et Baglan Kesatu .
Asas

Pasal 2

__H'»a asas Keadllan 5 st e L
. b. asas Kepatutan dan




© . d.APBD;dan e
e La1n-la1n pendapatan yang sah

’I‘u_] uan

Pasal 3

Badan Layanan Umum Daerah dlbentuk dengan tujuan untuk memberikan
layanan umum secara efekt1f eﬁs1en ekonomls ‘transparan’ dan bertangun
. Jawab . s e

¢ BA]B III

Pasal 4

(1) RSUD SoE yang telah dltetapkan sebagal Badan Layanan Umum Daerah::
v dengan dengan status BLUD penuh dlberlkan ﬂek51b111tas mehputl
. perumusan . standar, kebgakan s1stem dan - prosedur: pengelolaan
keuangan; ' e r ‘
. pengelolaan pendapatan layanan secara langsung,
pengelolaan pendapatan dan b1aya (RBA),
. pengelolaan kas; =
_pengelolaan surplus dan deﬁ31t anggaran
pengelolaan barang, S
pengelolaan piutang; . e ‘
. melakukan ker]asama dengan plhak laJn
»*-pengelolaan pegawai BLUD Non PN S;
pengelolaan utang; . T e L
.’pengadaan barang dan/ atau Jasa yang ber 1ber dari pendapatan

- P

P :-wgnp;_f.o d‘

’ ! pengelolaan 1nvesta31 IO T |

2) -‘Fleksxbxhtas yang d1ber1kan pada status BLUD penuh dlcantumkan :
R dalam keputusan Bupat1 tentang penetap :

”RSUD SoE.. T . ;

—

BABIV .
STRUKTUR ANGGARAN .

Pasal 5

* a. pendapatan BLUD;
_:f-b._b belan_]a BLUD dan

- Pedoman Tata Kelola o
' ' Baglan kesat :
Pendapatan

o Pendapatan BLUD sebagaxmana dxmaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumbe

Ca jas'a 1ayanan, :
‘b ‘hibah; . o S
c. hasﬂ ker_]a sama dengan plhak lam* "

A L e e PasaI7 o |
(1) Pendapatan BLUD yang bersurnber dar1 Jasa layanan sebagalman
dnnaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa 1mbalan yang dlperoleh d‘

_]asa layanan yang dlbenkan kepada masyarakat i i




ey Pendapatan BLUD yang bersumber dan h1bah sebagaJmana d1maksud :
' dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa hlbah t1dak‘ te 'kat yang'dlp' ” -
: “dari’ masyarakat atau badan lam e
() Hasil ker_]a sama dengan plhak 1a1n sebagalmana 8 dlmaksud dalam
Pasal 6 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dar1 ker_]a sama ‘BLUD.
(4 ‘Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagalmana dlmaks d
B dalam Pasal 6 hurufd berupa pendapatan yang berasal dari’ DPA APBD ‘
‘(5)‘ Lam-lam pendapatan BLUD yang sah sebag i d'maksud dalam .
e Pasal 6 huruf e mehputl ‘ :
. a. jasa giro;. o
b, pendapatan bungga ~
e ﬂkeuntungan se11s1h nilai tukar ruplah terhadap mata uang as1ng,
d. korms: potongan ataupun bentuk Iam sebaga1 aktbat darz pen_;ua]an
‘ i'kdan/ atau pengadaan barang dan / atau Jas
| e;’1nvestas1 idan - 5
B ‘f,_‘pengembangan usaha

: Pasal 8 | ‘
(1) La1n-Ia1n Pendapatan BLUD yang sah sebaga_lmana dlmaksud dalam‘
Pasal 7 ayat ) huruf a sampa1 dengan huruf e dlkelola langsung untuk .
‘ memb1aya1 pengeluaran BLUD sesua1 RBA kecuah yang bersumber dam :
~ hibah terikat.. ‘ ' Ll R e
(2) Pendapatan BLUD sebagalmana dlmaksud pada ayat” (1) dllaksanakan
| melalul Rekemng Kas BLUD '

Pasal 9

ah ,”~"(1) Pengembangan usaha sebagalmana dlmaksud%\dalam Pasaljv7~ ayat (5
‘huruf f  dilakukan melalui pembentukan unit - usaha untu

‘ menmgkatkan layanan kepada masyarakat ‘ o
.(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan »
BLUD. yang bertugas ‘melakukan ‘pengembangan layanan ' ‘dan
mengoptxmalkan sumber pendanaan untuk mendukung keglatan BLUD

Baglan Kedua
' Belan_;a

Pasal 10

Belanja BLUD sebagalmana dlmaksud dalam pasal 5
" a. belanja Operas1 dan ' : E

b belanja modal Lt

(1] Belan_la operas1 sebagalmana d1maksud dalam Pasal 10 : mencakup seluruh‘

- -belanja BLUD untuk men_]alankan tugas dan fungSI S ‘ :
(2) Belanja - opera31 sebaga1mana dunaksud pada ayat (1) mehputl belanJ
: pegawa1 beIanJa barang dan _]asa Poelan_]a bunga dan beIanJa 1a1n—1‘ ’n

Pasal 12

(1) Belanja modal sebagalmana dlmaksud dalam ! Pasal 10 huruf
‘mencakup seluruh belanJa BLUD untuk. perolehan aset tetap dan aset":j
" lainya" yang memben manfaat lebik dan 12 (dua belas) bulan untuk::'
dlgunakan dalam keglatan BLUD o ;.‘- (e




-~ penerimaan’ yang perlu dlbayar kembah ‘dan / atau penegeluaran yang akan

2 pengeluaran pemblayaan sebagaunana dlmaksud dalam pasal 13 huruf}

(2) BelanJa modal sebagalmana dlmaksud pada_‘ yat (1) mehputl belanja
' tanah belanJa peralatan dan mesm belanja gedung dan’ bangunan,‘
belanja _]alan 1r1ga31 dan j Janngan dan belanja aset tetap 1a1ny .

Baglan Ketlga
Pemblayaan

L al penerlmaan pemblayaan, dan
o b. pengeluaran pemblayaan f

Pemblayaan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13 'merupakan semua

.- diterima. kembah ‘baik | ‘pada tahun anggran .yang bersangkutan maupun'
pada tahun anggaran benkutnya o

‘ . o " Pasal 15 . i
o (1) Penenmaan pemblayaan sebagannana dlmaksud,dalam”Pasal ‘13 - huruf
a mehputl s e T
o c sisa lebih perhltungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
d divestasi; dan - -
e. penenmaan utang / pln_laman

bmehputl et
‘a. investasi: dan P S e
b pembayaran pokok utang/ pln_]aman

S BAB \'2 .
PELAKSAAAN ANGGARAN

Pasal 16

'BLUD RSUD SoE menyusun DPA berdasarkan peraturan Daerah tentangl
: ‘,APBD untuk dlajukan ke PPKD R

| A A Pasal 17
(1) DPA BLUD sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal
o belan_]a dan pemblayaan - : : :
S ‘(2) PPKD mengesahkan DPA sebagal dasar pelaksanaan anggaran BLUD

Pasal 18

‘ (1) DPA yang telah dlsahkan oleh PPKD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal'
o 17 ayat (2). menjadl dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dan
. APBD. | A e . ST |
“(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dan APBD sebagaxmana
- dimaksud pada ayat (1) dlgunakan untuk belanJa pegawal, belanja
barang dan/ atau jasa. dan belanja modal yang mekamsmenya dllakukan‘

: sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :




['_,f;_}f:(3) Pelaksanaan anggaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dllakuka“ :
e secara berkala sesual dengan kebutuhan yang telah dltetapkan dengan:'
memperhatzkan anggaran Kas dalam DPA dan memperhztungkan
-a. _]umlah kas yang tersedla, o o S 4
b proyeksi pendapatan dan |
cC. proyek31 pengeluaran o B
‘[. (4) Pelaksanaan anggaran sebagalmana dlmaksud
melampzrkan RBA ph : '

- Pasal 19

“:‘(1) DPA yang telah dlsahkan dan RBA menjadlzlamplran pen_]abaran klnerja :
... yang d1tandatangan1 oleh Bupati dan Pimpinan BLUD |
| ’(2) Perjanjian kinerja' sebagazmana dzmaksud pada ayat (1) antra ;Iam -
.. memuat kesanggupan untuk menmgkatkan :

oa. k1ne1j|a pelayanan bag1 rnasyarakat
b, kinerja keuangan dan e et
c. manfaat bag1 masyarakat

: Pasal 20
o __(1)]Dalam Pelaksanaan anggaran, plmpman menyusun laporan pendapatan
~ BLUD, laporan Belan_]a BLUD dan Laporan pemblayaan BLUD secara

= berkala kepada PPKD: i donbib i
- (2) Laporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dengan . melamplrkani
S surat pernyataan tanggung _]awab mutlak yang d1tandatangan1 plmpman
(3) -Berdasarkan laporan yang melamplrkan surat pernyataan tangun
5 Jawab mutlak sebagalmana dlmaksud ayat (2) kepala SKPD menerbltkan :
Lo ‘Surat Permlntaan Pengesahan Pendapatan Belan_]a : dan Pemblayaan .
£ untuk dlsampalkan kepada PPKD i . LR

@ “Berdasarkan Surat Permmtaan Pengesahan Pendapatan Belan_]a dan

: ‘__Pemblayaan ’ sebaga1mana d1maksud ayat (3) PPKD melakukan

dan Pemblayaan

;"Untuk pengelolaan Kas BLUD p1mp1nan membuka rekenlng kasiBLUD
-~ sesuai dengan ketentuan' peraturan perundang-undangan ‘
“(2) 'Rekenlng Kas BLUD. sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlgunakan j(
Auntuk menampung penenmaan dan penge]uaran kas yang dananya]
bersumber ‘dari pendapatan BLUD sebagalmana dlmaksud dalam Pasali
6 hurufa hurufb huruf c, dan hurufe : .

“Dalam Pengelolaan kas BLUD menyelenggarakan,.
a. perencanaan penerlmaan dan pengeluaran kas;

b, pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. peny1mpanan kas dan mengelola rekenmg BLUD

od pembayaran; = & e :

i ‘_'e perolehan sumber dana untuk menutup deﬁs1t Jangka pendek dan

S TN pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan. :
o (2) Penerimaan- BLUD | d11aporkan setlap han kepada _,pemlmpln melalu
j‘fpejabat keuangan : e L




' (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana

o) Besaran presentase ambang batas sebagalmana'dlmaksud dalam Pasal 3;

b memperh1tungkan 1uktuas1 keglatan operasmnal mehpuu

: BLUD melakukan Penatausahaan

(1) Dalam Pelaksanaan _ anggaran, :
- keuangan pahng Sedlklt memuat |

- a pendapatan dan belanja S
) penenmaan ‘dan pengeluaran
~ c.utang dan piutang; - CEy
d. persedlaan, aset tetap dan 1nvesta81 da
e ekuxtas s i e
qbis ‘ BABVI
"PENGELOLAAN BELANJA
Pasal 24

(1): ‘Pengelolaan belan_]a BLUD dlbenkan Al
rvmempertlmbangkan volume keglatan pelayanan_ i

. ,»(2);

‘ (3) jFlek51b111tas sebagalmana d1maksud pada ayat ‘(2‘) dapat dllakukan

”7terhadap belanJa ‘BLUD - yang bersumber dan pendapatan BLUD,;
G ]_*sebagaumana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf ¢, hurufe

- (4).
besaran presentase : reahsa31 belanja yan ’
' anggaran dalam RBA dan DPA ol

e dlmaksud pada ayat (4) terleblh dahulu mendapat ;‘persetujuan kepal
6.
L _tambahan anggaran dan APBD kepada PPKD '

Pasal 25

v 24 ayat (2) dihitung tanpa memperh1tunkan saldo awal kas. . : :
. (2) Besaran presentase ambang batas. sebagalmana dlmaksud pada ayat (1

L sebelumnya dan :
Govb. ‘kecenderungan/ tren se11s1h pendapatan BLUD selam APBD dengan
SR prognos1s tahun anggran: berjalan e T
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagmmana d1maksud pada ayat (1).‘
e ‘dicantumkan dalam RBA dan DPA" e N
(4) "Pencantuman ambang batas sebagalmana ‘ 1maksud pada ayat 3)
berupa catatan yang membenkan 1nformas1 besaran presentase ambang"”“

e (5)‘ Presentase ambang batas sebagalmana dlmaksud pada i ayat (l)w‘
e merupakan kebutuhan yang dapat d1pred1k31
s ,dan dlpertangung]awabkan :

d1capa1 terukur_ ras1ona1

PR




L = Kabupaten Tlmor Tengah Selatan ,

. ‘xpada tanggal 23 Maret 2021

e MARTHEN SELAN

‘ (6) Ambang batas sebagalmana dlmaksud pada ayat: (1).d1gunakan apabllaj
o pendapatan BLUD sebagalmana dalam Pasl 6 huruf a, huruf b, huruf c,
: '_ dan huruf e dzpredzksz melebzhz target pendapatan yang telah d1tetapkan alam

: RBD dan DPA tahun yang d1anggarkan e
| S " BAB VII

‘ KETENTUAN PENUTUP
~ Pasal 26

o : Peraturan Bupatl 1n1 mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

klr"Agar setlap orang mengetahulnya, memenntahkan pengundangan'
~-Peraturan - Bupat1 ini dengan: penempatannya dalam Benta Daerah

DJtetapkan”*dJ SoE
~pada tanggal 23 Maret 2021

?f tBUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

. D1undangkan d1 SoE

' SEKRETARIS DAERAH
‘ &KAB( PA N TIMOR TENGAH SELATAN r

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN‘ TAHUN 2021 .
NOMOR9 g o




